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KATA PENGANTAR 

 

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, ditandai oleh 

dinamika globalisasi, demokratisasi, reformasi birokrasi, serta percepatan 

kemajuan teknologi informasi, menuntut pengelolaan sektor publik yang 

semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Dalam konteks tersebut, manajemen publik memiliki peran strategis sebagai 

instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel. Buku Manajemen Publik: Teori, Praktik, 

dan Tantangan Kontemporer disusun sebagai upaya akademik untuk 

merespons kebutuhan tersebut. 

Buku ini menyajikan pembahasan manajemen publik secara 

komprehensif, mulai dari landasan konseptual dan teoretis, perkembangan 

paradigma administrasi publik, nilai dan etika dalam pengelolaan sektor 

publik, hingga implementasi manajemen publik dalam pelayanan, kinerja, 

serta pengelolaan berbagai persoalan kontemporer. Setiap bab disusun secara 

sistematis sehingga memudahkan pembaca memahami keterkaitan antara teori 

dan praktik manajemen publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan 

modern. 

Keunggulan buku ini terletak pada kekayaan perspektif dan kedalaman 

analisis yang ditawarkan. Beragam topik dibahas dengan pendekatan ilmiah 

yang tetap kontekstual, sehingga mampu menggambarkan realitas 

pengelolaan sektor publik yang dihadapkan pada tuntutan perubahan, 

keterbatasan sumber daya, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, buku ini tidak hanya 

bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan aplikatif. 

Kehadiran buku ini juga diharapkan dapat mendorong penguatan 

diskursus akademik serta praktik tata kelola pemerintahan yang lebih 

responsif terhadap tantangan zaman. Semoga buku Manajemen Publik: Teori, 

Praktik, dan Tantangan Kontemporer dapat memberikan kontribusi nyata bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik manajemen publik di Indonesia. 

 

Editor: 

Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si., C.PS., C.SE., CPHRM   
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BAB 1 

KEPUBLIKAN DAN LATAR 

BELAKANG MANAJEMEN PUBLIK 
Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si 

Universitas Lakidende Unaaha  
 

 

 

  

A. PENDAHULUAN 

Era yang sangat maju saat ini, organisasi sektor publik selalu memiliki 

ekspektasi untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal. Ekspektasi ini  

dapat tercapai jika organisasi tersebut menerapkan manajemen publik yang 

baik dalam  pengelolaan sumber daya untuk pencapaian visi dan misi tujuan 

organisasi di masa akan datang.  Manajemen dalam sebuah organisasi 

memerlukan proses teratur dan sistematis dengan melibatkan sumber daya 

yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

efisien dan efektif. Karena itu,  esensi dari manajemen dapat dipahami  sebagai 

suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

sumber daya organisasi  seperti orang (pegawai), waktu, uang, dan sumber 

daya lainnya. 

Manajemen juga merujuk pada praktik, teori, dan prinsip-prinsip yang 

digunakan dalam mengelola organisasi atau unit bisnis. Manajemen 

melibatkan pengambilan keputusan, perencanaan strategis, perumusan 

kebijakan, pengaturan sumber daya, pengembangan tim, komunikasi, 

kepemimpinan, motivasi, pengawasan, evaluasi, dan berbagai kegiatan 

lainnya yang berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Tujuan utama 

manajemen adalah mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efektif 

dan efisien (Adiatma et al, 2023).   

Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat atau publik di era digital  

perlu  mendapatkan akses layanan dalam berbagai dimensi kehidupan untuk 

memenuhi kebutuhannya melalui pelayanan publik yang diberikan oleh sektor 
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publik seperti  pelayanan administratif, jasa, dan barang. Dengan demikian 

kepublikan sebagai suatu sifat atau keadaan yang memiliki relevansi dengan 

suatu akses yang disediakan untuk  masyarakat umum (publik). Hal ini 

menjadi bagian yang integral dari ruang lingkup dalam administrasi publik 

dan kebijakan publik. Karena itu, pelayanan publik tak dapat tercapai dengan 

baik jika tidak ikuti dengan penerapan aspek-aspek dalam manajemen publik.  

Secara mendasar kepublikan yang melekat pada organisasi sektor publik 

memiliki orientasi untuk melayani kebutuhan masyarakat  umum (publik) dan 

menciptakan kemaslahatan masyarakat atau publik. Selain itu, organisasi 

sektor  publik  wajib memberikan akses yang mudah pada masyarakat agar 

dapat memperoleh kebutuhannya dengan mudah bukan memberikan akses 

yang susah dan berbelit belit sehingga masyarakat umum  (publik) tidak puas 

dalam layanan publik.   

Pada sisi lain, aspek penting dalam kepublikan yakni organisasi sektor 

publik wajib  memberikan informasi secara transparans  dan pengambilan 

keputusan atau kebijakan serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan 

sumber daya dalam organisasi sektor publik. Aspek kepublikan juga harus 

mampu memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan perencanaan sampai pada aspek pengawasan dan evaluasi kegiatan 

sektor publik. 

Manajemen publik merupakan disiplin ilmu yang memiliki peran  penting 

dalam tata kelola organisasi pemerintahan dan institusi publik. Fokus utama 

dari manajemen publik adalah memastikan pelayanan publik yang efektif, 

efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(Helpiastuti et al. 2025). 

Dengan demikian kepublikan sangat berkaitan dengan hak warga negara, 

kewajiban publik, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi 

dalam pelayanan publik. hubungan antara warga dengan pemerintah 

pelayanan publik. Perkembangan administrasi publik ke manajemen publik 

telah melewati era OPA, NPM dan NPS sebagai perspektif dari para ahli pada 

abab 19 dan 20 menjadi landasan perubahan dari model pelayanan tradisional 

hingga pelayanan publik era modern atau era digitalisasi.     

 

 

B. KONSEP DASAR KEPUBLIKAN  

Tangkilisan  (2005) membagi  tiga istilah public yakni sebagai  umum,  

masyarakat  dan  negara. yakni: (1) kata  public  bisa  diterjemahkan  sebagai  



Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si | 33 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adiatma, T., Tuti Khairani Harahap,  Agus Hendrayady,  Rola Pola Anto,   

Purwanti,  Iis Mariam,   Yusni Ainurrahmah,  Fenti Prihatini Tui, 

(2023). Manajemen Pelayanan Publik: teori dan Praktik, Surakarta: 

Penerbit Tahta Media Group 

Bovaird, T., & Löffler, E. (2021). Public management and governance (4th 

ed.). Routledge 

Christensen, T., Laegreid, P., & Rykkja, L. H. (2022). Organization theory and 

the public sector: Instrument, culture and myth (2nd ed.). Routledge 

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2002). The New Public Service: Serving, 

Not Steering. New York: Routledge. 

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, 

Not Steering. New York: Routledge. 

Harbani Pasolong, (2007) Teori Pengambilan Keputusan. H Pasolong. 

Alfabeta Bandung 

Helpiastuti, S. B,;  Ahmad Farouq Mulku Zahari, Putri Cinta Mei, Imanuddin 

Hasbi, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Abul Haris Suryo Negoro, 

Setyowati Karyaningtyas, Wydha Mustika Maharani, Muhamad 

Nanda Al Hakim Akbar, Yaen Miftakhul Laily, Sri Juni Woro Astuti, 

Fajri Maulana, Masadib Akmal Vyandri, R. Sally Marisa Sihombing, 

(2025), Manajemen Publik, Bandung: Penerbit Widina Media Utama 

Hendrayady, A., Arman,  Nugroho Djati Satmoko,  Afriansyah,  Heriyanto,   

Chaereyranba Sholeh,  Iwan Henri Kusnadi,  Tamrin,  Ahmad 

Mustanir Ari Ramdani, Ade Putra Ode Amane,  Muhammad Rais 

Rahmat Razak,  (2022) Pengantar  Ilmu Administrasi Publik, 

Purbalingga: Eureka Media Aksara 

Mursyidah, L. & Choiriyah, I.U. (2020) Buku Ajar: Manajemen Pelayanan 

Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: Penerbit:   UMSIDA 

Press 

Nadjib, A. &  Khairunnas, (2024). Buku Ajar, Teori Administrasi  Publik, 

Medan: PT Media Penerbit Indonesia 

Nashudin (2016), Manajemen & Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik, 

Sanabil, Perpustakaan UIN Mataram 



34 | Kepublikan Dan Latar Belakang Manajemen Publik 

Prayudi (2007)  Manajemen Isu Dan Tantangan Masa Depan: Pendekatan 

Public Relations, Jurnal Ilmu Komunikasi, 4, (1), 25-39.   

Revida, E.,  Hidayatulloh, A. Nururrochman.; Hengki Mangiring Parulian 

Simarmata, Marto Silalahi, Muhammad Nurjaya, Sukarman Purba, 

(2021)  Pengantar Ilmu Administrasi, Penerbit Yayasan Kita Menulis 

Publik,  Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis 

Rosenbloom, D.  H., Robert S. Kravchuk & Richard M. Clerkin (2015) Public 

Administration: Understanding Management, Politics, And Law In 

The Public Sector, Eighth Edition Published by McGraw-Hill 

Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121. 

Satibi, I, (2012). Manajemen Publik   Dalam Perspektif Teoritik Dan Empirik, 

Bandung:  UNPAS PRESS   

Sudarmanto, E., Arin Tentrem Mawati, Nur Arif Nugraha  Pratiwi Bernadetta 

Purba, Imas Komariyah, Sukarman Purba Moch. Yusuf Tojiri, Diena 

Dwidienawati Tjiptadi  Muhammad Ashoer, Marto Silalahi, Idah 

Kusuma Dewi (2020). Manajemen Sektor Publik, Medan: Penerbit 

Yayasan Kita Menulis.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Dr. Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si | 35 

PROFIL PENULIS 

 

Rola Pola Anto, S.Pd., M.Si, Lahir, 14 Juni 1970, di 

Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe 

Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, anak ke-5 dari 8 

bersaudara dari Pasangan Suami Istri Kasman D. dan 

Nahe. Agama Islam, Menikah dengan Sartin, S.I.K., 

Telah dikaruniai dua orang Putra-Putri bernama Nur 

Rachmatiya Rosa Zahra, S.S. dan Ari Nurfauzan 

Mubarak.  Menamatkan Pendidikan  SD  Negeri   

Pamandati (1983),  Sekolah Menengah Negeri Pertama (SMPN) Pamandati 

(1986), Sekolah Pendidikan Guru Negeri  Kendari (1989). Pendidikan pada 

Program Studi  PMP dan  KN (S1)  FKIP-Universitas Halu Oleo Kendari 

(1996) sebagai lulusan terbaik satu. Tahun 2010 melanjutkan pendidikan pada 

Program Studi  Administrasi Pembangunan Pascasarjana UHO Tamat   Maret 

(2012) sebagai wisudawan terbaik (cum laude). Tahun 2013 mengikuti 

Program Doktor Ilmu Manajemen (Konsentrasi Administrasi Publik)  pada 

Universitas Halu Oleo (2016) sebagai wisudawan terbaik (cum laude). Dosen 

Tetap Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sejak tahun 2009 dan aktif 

mengajar pada Universitas Lakidende Unaaha Kabupaten Konawe. Dekan 

Fakultas Ilmu Administrasi (2018-2020 dan 2022-sekarang), Anggota Senat 

Universitas Lakidende (2018-2020 dan 2022-sekarang), Tim Kerja Unit 

Fakultas Ilmu Administrasi pada Lembaga Penjaminan Mutu  Universitas 

Lakidende (2017-2018). Wakil Ketua II pada Dewan Pengurus Daerah: 

Indonesian Association for Pablic Administration, Wilayah Sulawesi 

Tenggara (2019-2022). Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 

(APTISI), Devisi Bidang Kajian Kebijakan Pemerintah dan Hubungan 

Instansi Pemerintah Wilayah IX C Sulawesi Tenggara (2023-2027). Penulis 

aktif mengajar beberapa mata kuliah pada Program Studi Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Administrasi universitas Lakidende. Penulis  aktif dalam 

penelitian,  pengabdian kepada masyarakat.  Reviewer pada Jurnal 

Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik (Publica) pada 

Pascasarjana  Universitas Halu Oleo (2020-2023).  Penulis sering menjadi 

Narasumber dalam kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan 

kewirausahaan dan UMKM di  Kabupaten Konawe (2024), di Kabupaten 

Konawe Selatan (2020-2025) dan di Kabupaten Konawe Utara, Narasumber 



36 | Kepublikan Dan Latar Belakang Manajemen Publik 

dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

(2022-2023). Narasumber dalam Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan 

Sosialisasi Pemantau Pemilu Independen pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Konawe, dan menjadi Tim Perumus Debat Publik  Pertama  

&  Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe diselenggarakan 

KPU Kabupaten Konawe (2024). Penulis sering menulis opini pada koran 

Kendari Pos dan aktif menulis  jurnal nasional dan internasional. Aktif dalam 

kegiatan webinar/seminar nasional dan internasional.  Aktif menulis Book 

Chapter: Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (2022), Ilmu Administrasi 

Bisnis (2023), Kepemimpinan Di Sekolah (2023), Manajemen Pelayanan 

Publik: Teori dan Konsep (2023), Transformasi Pendidikan Abad ke-21 

(2023), Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Berbagai Aspek (2023), 

Perempuan, Masyarakat dan Budaya Patriarki (2023),  Metode Penelitian 

Kualitatif: Teori dan Penerapannya (2023),  Basic Concept Education and 

Industrial Revolution 4.0 (2023), Pendidikan Kewirausahaan Dalam 

Perspektif Pembangunan Ekonomi: Menggagas Peran Kewirausahaan 

Sebagai Pilar Ekonomi Bangsa (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia 

(2025), AI Dalam Dunia Pendidikan (2025), Metodologi Penelitian Bidang 

Ekonomi dan Manajemen: untuk Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi 

(2025). Manajemen Publik (2025)    

Email: rola.polaanto70@gmail.com 

 

  

mailto:rola.polaanto70@gmail.com


Nurul Ayuni, S.A.P., M.A.P. | 37 

BAB 2 

DEFINISI DAN LANDASAN TEORI 

MANAJEMEN PUBLIK 
Nurul Ayuni, S.A.P., M.A.P. 

Universitas Negeri Makassar 
 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Manajemen publik adalah bidang yang mempelajari bagaimana organisasi 

pemerintah dan aktor kolaboratif mengelola sumber daya publik untuk 

menghasilkan nilai bagi warga. Fokusnya tidak hanya pada efisiensi, 

melainkan juga pada legitimasi, keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan 

publik. Dalam lima tahun terakhir, literatur menekankan peran tata kelola 

berbasis nilai (public values governance), kolaborasi lintas-aktor, serta 

transformasi digital termasuk penggunaan AI dalam fungsi inti pemerintah. 

Laporan terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan AI di pemerintahan dapat 

meningkatkan produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas, namun perlu 

tata kelola yang tepercaya (trustworthy) dan berpusat pada hak asasi serta nilai 

demokratis (Zarghami, 2025). Di sisi lain, laporan tentang kepercayaan (trust) 

memperlihatkan bahwa persepsi integritas, keterbukaan, dan keadilan 

prosedural sangat mempengaruhi legitimasi pemerintah (Criscuolo et al., 

2022). Kedua temuan ini mempertegas bahwa desain manajemen publik 

modern harus mengintegrasikan aspek kinerja sekaligus kepercayaan warga.  

Manajemen Publik adalah cabang ilmu dari Administrasi Publik yang 

berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, dan 

pengendalian yang dilakukan oleh organisasi publik (pemerintah dan nirlaba) 

untuk melayani kepentingan publik dan mencapai tujuan kebijakan publik 

secara efektif dan efisien. Sederhananya, ini adalah tentang bagaimana 

pemerintahan dikelola dengan menggunakan pendekatan dan teknik 

manajerial untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti 
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yang dilakukan sektor swasta (namun dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

publik seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan). Jika ilmu politik 

bertanya "apa yang harus dilakukan pemerintah?" (kebijakan), manajemen 

publik bertanya "bagaimana pemerintah melakukannya dengan cara terbaik?". 

Secara definisi, Manajemen Publik adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya (manusia, 

keuangan, informasi) dalam organisasi pemerintah atau nirlaba untuk 

mencapai tujuan kebijakan publik secara efektif, efisien, dan berkeadilan.  

Indonesia juga mengalami perubahan besar melalui Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) dan agenda keterpaduan layanan digital pada 

tingkat nasional. Peraturan Presiden No. 132 tahun 2022 tentang Arsitektur 

SPBE Nasional dan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2023 tentang percepatan 

transformasi digital menjadi payung kebijakan penting yang mengarahkan 

interoperabilitas data, integrasi layanan prioritas, dan penguatan fungsi 

GovTech. PermenPAN-RB No 19 Tahun 2024 memperkenalkan Reformasi 

Birokrasi (RB) Tematik yang menautkan praktik manajemen publik dengan 

dampak pembangunan yang terukur. Bab ini akan menjabarkan definisi, 

landasan teori, instrumen manajerial, dan penerapannya pada konteks 

Indonesia melalui studi kasus sektoral. 

 

 

B. DEFINISI MANAJEMEN PUBLIK 

Menurut Rosenbloom et al., (2022), Public administration involves the 

management of government organizations within a framework that balances 

managerial efficiency, political responsiveness, and legal accountability. 

Yang artinya, Manajemen publik tidak dapat dipahami hanya sebagai 

manajemen teknis, tetapi sebagai praktik yang harus menyeimbangkan 

efisiensi, legitimasi, dan kepatuhan hukum. Menurut Henry (2015), Public 

administration is the execution of public policies to achieve the goals of 

government in an efficient and accountable manner. Manajemen publik 

adalah keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan implementasi 

kebijakan publik. Sedangkan menurut Rainey (2009), Managing public 

organizations requires understanding the distinctive political and legal 

environments in which they operate, as well as the expectations of multiple 

stakeholders. Organisasi publik berbeda dari organisasi privat karena harus 

beroperasi dalam kompleksitas aktor dan regulasi. 
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan Administrasi Publik dapat dilihat dari pergeseran konsep 

yang  dikemukakan  oleh  para  ilmuan.  Dalam  penelusuran  literaturnya,  

Keban (2008) menyimpulkan definisi administrasi publik sebagai eksekusi 

rinci dan sistematis masyarakat hukum. Dalam literatur lainnya Keban (2008) 

menemukan definisi administrasi publik sebagai kegiatan manajemen 

manusia dan material untuk mencapai tujuan negara. Ilmuwan  administrasi  

publik  lainnya  seperti Dwight Waldo  (1986) mendefinisikan  administrasi  

publik  sebagai  organisasi  dan  manajemen  dari manusia dan peralatan untuk 

mencapai tujuan pemerintahan. Organisasi menurutnya, dapat diartikan 

sebagai anatomi yang berupa struktur hubungan antar pribadi berdasarkan 

wewenang dan fungsi di dalam suatu sistem administrasi; sementara 

manajemen adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menjalankan fungsi oleh 

orang-orang yang berada di organisasi untuk mencapai kerjasama yang 

rasional. Sehingga Dwight Waldo menjelas bahwa manajemen publik tidak 

hanya teknis tetapi juga sarat nilai (value-laden), karena menyangkut 

pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. 

Perkembangan ilmu administrasi publik tidak terlepas dari kontribusi 

para pemikir yang mempengaruhi arah paradigma di sektor pemerintahan. 

Dua pemikiran penting dalam sejarah administrasi publik berasal dari 

Woodrow Wilson sebagai pelopor paradigma awal administrasi publik 

modern, dan Denhardt & Denhardt (2003) sebagai representasi pemikiran 

kontemporer melalui pendekatan New Public Service (NPS). Keduanya 
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memberikan sudut pandang berbeda mengenai tujuan, nilai, dan peran 

administrasi publik dalam masyarakat. 

Struktur-struktur manajemen dan organisasi yang kompleks sepanjang 

sejarah manusia, administrasi publik sebagai bidang studi dan praktek 

kesadaran diri umumnya dianggap mulai muncul dalam peralihan abad. 

Dalam essay Sutrisman Basir (2023), Denhardt dan Denhardt (2003) 

menemukan dua tema kunci yang berfungsi sebagai fokus terhadap studi 

administrasi publik untuk separuh abad berikutnya atau lebih. Pertama, 

terdapat perbedaan antara politik (atau Kebijakan) dan administrasi, dengan 

ide-ide akuntabilitas terkaitnya kepada pimpinan-pimpinan terpilih dan 

kompetensi netral dalam bidang administrator. Kedua, terdapat persoalan 

terhadap penciptaan struktu-struktur dan strategi – strategi manajemen 

administratif yang akan memudahkan beberapa organisasi publik dan 

manajer-manajernya untuk bertindak seefisien mungkin, masing-masing ide 

tersebut patut mendapatkan komentar lebil lanjut. 

Woodrow Wilson, melalui esainya yang terkenal "The Study of 

Administration" yang diterbitkan pada tahun 1887, menegaskan perlunya 

administrasi publik menjadi bidang kajian ilmiah yang terpisah dari ilmu 

politik. Wilson berargumen bahwa pemerintahan modern membutuhkan 

birokrasi profesional yang bekerja secara rasional, efisien, dan terpisah dari 

kepentingan politik praktis. Prinsip utama pemikirannya adalah dichotomy 

theory, yaitu pemisahan antara politik (policy making) dan administrasi 

(policy implementation). Menurut Wilson, administrasi harus berfokus pada 

efisiensi, ketertiban, dan kepatuhan pada prosedur yang baku. Pemikiran ini 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan manajemen ilmiah (scientific 

management) dan menjadi dasar paradigma Old Public Administration 

(OPA). 

Sebaliknya, Denhardt dan Denhardt dalam buku mereka "The New 

Public Service: Serving, Not Steering" (2003) memberikan kritik terhadap 

paradigma sebelumnya, terutama New Public Management (NPM) yang 

terlalu menekankan orientasi pasar, efisiensi, dan logika bisnis dalam sektor 

publik. Menurut Denhardt dan Denhardt, tugas utama pemerintah bukan 

"mengendalikan masyarakat" (steering) seperti pandangan NPM, melainkan 

melayani warga negara (serving citizens) dengan mengedepankan nilai 

demokratis, kolaborasi, dan partisipasi publik. Pendekatan New Public 

Service memandang warga negara bukan sebagai pelanggan (customers), 
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A. PENDAHULUAN 

Mengelola organisasi publik dan swasta di tengah dinamika sosial, politik, 

ekonomi dan teknologi yang terus berkembang dan semakin maju, manajemen 

publik di tuntut untuk adabtif, inovatif dan responsif terhadap perubahan dan 

kebutuhan masyarakat, untuk meningkatkan tata kelola yang lebih terbuka, 

partisipasif, dan berbasis kinerja, manajemen publik menuntut adanya 

pemahaman yang mendalam, model dan pendekatan dalam manajemen publik 

memberikan gambaran komprehensif mengenai beragam model dan 

pendekatan yang berkembang dalam disiplin manajemen publik. Dengan tidak 

hanya menyorot pada teori-teori klasik yang menjadi fondasi, tetapi juga 

mengulas pendekatan kontemporer yang relevan dengan tantangan abad ke-

21, seperti digital governance, collaborative governance, dan dynamic 

governance. Bagi sebuah organisasi, Hubungan masyarakat sangat diperlukan 

untuk menjalin komunikasi dengan para stakeholdersataupun untuk 

mengkomunikasikan visi, misi, tujuan dan program organisasi kepada 

public.(Nuzulia, 1967).  

Peranan Humas (Hubungan Masyarakat) atau Public Relations sangat 

dibutuhkan oleh hampir semua bentuk organisasi atau lembaga, bersifat 

komersial maupun tidak komersial, dari perusahaan industri, organisasi 

profesi, institusi pendidikan, organisasi sosial budaya sampai pemerintahan. 

Hubungan masyarakat di Indonesia mengalami pekembangan yang signifikan 

Secara konseptual, perkembangan humas di Indonesia terjadi pada tahun 

1950-an, ditandai dengan berdirinya Perusahaan Perminyakan Negara 
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(Pertamina) yang di dalamnya terbentuk divisi hubungan pemerintah dan 

masyarakat atau humas. (Suhada, 2017). penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk memahami fenomena yang dialami 

oleh subyek penelitian, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati untuk mendapatkan hasil 

yang akurat (Haryono, 1979). 

Muammarulloh & Halwati (2024) meneliti tentang Model Pendekatan 

Manajemen Hubungan Masyarakat, artikel ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam penelitiannya 

ditemuan hasil dan pembahasan atas penelitian ini berdasarkan indikator dan 

pengukuran yang bermakna atas identifikasi, pertimbangan, serta evaluasi 

jangka panjang untuk mengetahui lingkungan masyarakat, kiat sukses serta 

hasil,  rekomendasi penelitian ini Seorang Humas harus mampu menciptakan 

citra positif bagi Institusinya sehingga membentuk opini publik yang baik 

pula. 

 

 

B. KONSEP MANAJEMEN PUBLIK 

Manajemen adalah sesuatu yang abstrak tetapi dapat dilihat hasilnya dari 

hasil implementasinya didalam organisasi. Dalam prakteknya, manajemen 

dibutuhkan dimana saja ketika ada orang-orang bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama. Manajemen adalah suatu siklus kegiatan yang disusun secara 

sistematis dan terkoordinir melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Didalam manajemen, 

sedikitnya terdapat kegiatan Perencanaan (Planning), Pengorganisasian 

(Organizing), dan Controlling (Pengendalian). Dalam literatur Ilmu 

Manajemen, dikenal dua macam yakni manajemen publik dan manajemen 

bisnis. Manajemen bisnis lebih dahulu berkembang, ketimbang manajemen 

publik. R. Taqwaty Firdausijah Amtai Alaslan, Ahmad, Mustanir, 

Abdurohim, Sunariyanto, Rusydi Fauzan, Unggul Sagena, Ade Putra, Ode 

Amane (2023) menulis buku tentang manajemen sektor publik, 

Adiatma et al (2023) dalam buku Manajemen Pelayanan Publik: Teori dan 

Praktik, bahwa manajemen pelayanan adalah proses penerapan ilmu dan seni 

merencanakan, melaksanakan rencana, mengkoordinasikan dan 

melaksanakan kegiatan pelayanan untuk mencapai tujuan pelayanan. Urgensi 

manajemen pelayanan publik terletak pada peran pentingnya dalam 



Abuday, S.SI | 101 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adiatma, T., Harahap, T. K., Hendrayady, A., Anto, R. P., Mariam, I., 

Ainurrahmah, Y., & Tui, F. P. (2023). Manajemen Pelayanan Publik: 

Teori Dan Praktik. Penerbit Tahta Media. 

 

Ahmad, Jamaluddin. (2012) Perjalanan Old Public Administration (OPA), 

New Public Management (NPM), New Public Service (NPS) Menuju 

Manajemen Publik Kelas Dunia. Jurnal Praja. 

 

Andrew B. Whitford, Soo-Young Lee, Taesik Yun& Chan Su Jung; 

(2010),Collaborative Behavior And The Performance Of 

Government Agencies, International Public Management 

Journal,13:4, 321-349.26. 

 

Fadil, M. (2012). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan 

Aristoteles. KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1), 1-

9. 

 

Fernanda, Desi. (2006). Paradigma New Public Management (NPM) Sebagai 

Kerangka Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik 

(Good Governance) di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator: 

Media Pengembangan dan Inovasi Sistem Administrasi Negara. Vol 

02 No 3. 

 

Kulsum, U., Nurfitriani, N., Sunarto, S., & Heriyanto, H. (2024). 

Pengembangan Model Evaluasi Kinerja Sdm Berbasis Balanced 

Scorecard: Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Samarinda. Jurnal Ilmiah M-ProgresS, 14(2), 361-372. 

 

Mahmudi. (2003). “New Public Management (NPM): Pendekatan Baru 

Manajemen Sektor Publik,” Sinergi, Vol 6 No. 1, hal 69-76. 

 

Miranti, D. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam 

Kaitannya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik: 

Sebuah Tinjauan Litelatur. JIMU: Jurnal Ilmiah 

Multidisipliner, 2(02), 332-342. 

 

Muammarulloh, A. G. A., & Halwati, U. (2024). Model Pendekatan 

Manajemen Hubungan Masyarakat MA MINAT Kesugihan Dalam 



102 | Model Dan Pendekatan Dalam Manajemen Publik 

Meningkatkan Citra Lembaga. Al-Fahim: Jurnal Manajemen 

Pendidikan Islam, 6(1), 73-90. 

 

Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif 

Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Saraq Opat: Jurnal 

Administrasi Publik, 6(1), 55-67. 

 

Ramadhani, S. (2025). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Dalam Prinsip Good Governance. Jurnal Ilmu Sosial 

Dan Humaniora, 3(1), 75-84. 

 

Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E-

Government di Indonesia. In Seminar Nasional Informatika 

(SEMNASIF) (Vol. 1, No. 5). 

 

 

 

 

  



Abuday, S.SI | 103 

PROFIL PENULIS 

 

ABUDAY, S.SI, Lahir , 3 April 1979 di Kelurahan 

Kulahi Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, 

Provinsi Sulawesi Tenggara, anak ke-3 dari 6 

bersaudara dari Pasangan Suami Istri Abbas Tabara 

(Alm) dan Bungasia Binti Silondae (Almh), Agama 

Islam, Menikah dengan Lia Arianti Kalambi, SE. Telah 

dikaruniai dua orang Putri bernama Zalsa Nabila Tabara  

dan Zalfa Naila Tabara.  Menamatkan   Pendidikan  pada 

SD Negeri  Kulahi  (1993),  SMP Negeri Wawotobi (1996), Sekolah Menegah 

Umum Swasta Unaaha (1999). Pendidikan pada Program Studi Sistem 

Informasi (S1), pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 

(STMIK) Bina Bangsa Kendari (2011), sedang melanjutkan pendidikan pada 

Program Magister (S2) Administrasi Publik pada Universitas Lakidende 

Unaaha Program Studi Administrasi Publik 2025/2026. Penulis berprofesi 

sebagai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Konawe Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe yang 

diangkat pada tahun 2008, menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe, 

dan baru memulai kegiatan menulis BC Model Dan Pendekatan Dalam 

Manajemen Publik yang masi dalam bimibingan oleh Dosen Pengajar pada 

Program Magister Administrasi Publik (S2), Prodi Administrasi Publik, yang 

kami Ta’dzimi orang tua saya Dr. Rola Pola Anto, S.Pd, M.Si  sekaligus Dekan 

Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) di Universitas Lakidende Unaaha. Email : 

Tawanggole79@gmail.com  

 

 

 

 

  

mailto:Tawanggole79@gmail.com


104 | Nilai, Etika, Dan Prinsip Manajemen Publik 

BAB 5 

NILAI, ETIKA, DAN PRINSIP 

MANAJEMEN PUBLIK 
Muhammad Hidayat L, S.Pd., M.Pd. 

Universitas Negeri Makassar 
 

 

 

 

A. NILAI (VALUES) DALAM MANAJEMEN PUBLIK 

1. Pengertian Nilai Publik 

Nilai dalam administrasi publik pada dasarnya adalah keyakinan 

normatif tentang apa yang dianggap baik, benar, adil, dan layak untuk 

diwujudkan melalui tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, administrasi 

publik tidak sekadar mengelola prosedur dan sumber daya, tetapi 

sekaligus mengelola dan mengalokasikan nilai-nilai di dalam masyarakat. 

Setiap kebijakan, program, prosedur pelayanan, sampai cara aparat 

berinteraksi dengan warga, selalu mencerminkan preferensi nilai 

tertentu—misalnya penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan 

sosial, kepastian hukum, maupun efisiensi penggunaan anggaran. Karena 

itu, studi administrasi publik modern selalu menempatkan nilai sebagai 

fondasi yang tidak terpisahkan dari teori organisasi, kebijakan publik, dan 

tata kelola pemerintahan. 

Konsep nilai publik kemudian berkembang sebagai perluasan dari 

gagasan nilai dalam administrasi publik. Nilai publik tidak hanya 

menunjuk pada nilai moral yang dipegang oleh individu birokrat, tetapi 

juga mencakup tujuan substantif yang ingin dicapai oleh organisasi 

publik: peningkatan kualitas hidup warga, pengurangan ketimpangan, 

penjagaan hak-hak konstitusional, dan penguatan kepercayaan 

masyarakat terhadap negara. Kerangka public value memandang bahwa 

keberhasilan organisasi publik diukur bukan hanya dari tercapainya 

indikator kinerja internal, tetapi dari sejauh mana tindakan pemerintah 
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menghasilkan manfaat yang diakui sebagai bernilai oleh warga dan 

pemangku kepentingan yang beragam. Di sini, nilai publik menjadi 

ukuran legitimasi sekaligus arah strategis bagi manajemen publik. 

Nilai publik juga memiliki dimensi demokratis yang kuat. Dalam 

masyarakat demokratis, nilai publik tidak ditentukan secara sepihak oleh 

elit birokrasi atau penguasa politik, tetapi dirumuskan melalui proses 

dialog, partisipasi, dan perdebatan di ruang publik. Nilai seperti 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi warga, dan penghormatan terhadap 

hak minoritas lahir dari kesepakatan normatif yang terus dinegosiasikan. 

Organisasi publik yang matang berperan sebagai penjaga nilai-nilai 

tersebut, baik melalui desain kelembagaan, praktik pelayanan, maupun 

budaya organisasi yang menekankan integritas dan orientasi pada 

kepentingan umum. Dengan demikian, nilai publik adalah hasil sekaligus 

proses—hasil dari konsensus sosial dan proses dari praktik tata kelola 

yang demokratis. 

Perbedaan antara nilai publik dan nilai privat tampak jelas ketika kita 

membandingkan orientasi sektor publik dan sektor bisnis. Nilai privat 

berpusat pada kepentingan individu atau kelompok terbatas, seperti 

pemilik modal, pemegang saham, atau konsumen tertentu. Ukuran 

keberhasilan dalam kerangka nilai privat biasanya terkait dengan 

keuntungan finansial, efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, atau preferensi 

pribadi. Sebaliknya, nilai publik berorientasi pada kepentingan kolektif: 

melayani seluruh warga, termasuk kelompok rentan; menjamin keadilan 

distribusi; menjaga keberlanjutan lingkungan; dan memelihara kohesi 

sosial. Di sini, efisiensi tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan 

keadilan, aksesibilitas, dan perlindungan hak. 

Perbedaan orientasi ini menjelaskan mengapa manajemen publik 

tidak dapat sekadar menyalin logika manajemen bisnis. Manajer publik 

memang dapat mengadopsi teknik manajerial dari sektor privat, tetapi 

selalu harus menyaringnya dengan kriteria nilai publik: apakah suatu 

kebijakan, mekanisme pasar, atau inovasi digital benar-benar memperkuat 

keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan warga, atau justru memperlebar 

kesenjangan dan menguatkan kepentingan sempit. Dengan memahami 

secara jernih konsep nilai dan membedakan nilai publik dari nilai privat, 

penulis dan praktisi administrasi publik dapat merancang kebijakan dan 
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A. PENDAHULUAN 

Manajemen publik adalah sebuah proses dinamis yang melibatkan 

pengelolaan dan koordinasi sumber daya untuk mewujudkan tujuan publik 

dengan efisiensi dan efektivitas. Fungsi manajemen publik terdiri dari 

serangkaian kegiatan yang berkesinambungan, yang mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini tidak 

hanya penting dalam memberikan pelayanan publik, tetapi juga dalam 

memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Manajemen publik yang baik adalah salah satu kunci untuk menciptakan tata 

kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat.Manajemen publik menjadi lebih kompleks dengan adanya 

dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Sebagai 

contoh, pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan dalam hal alokasi 

anggaran atau pengelolaan sumber daya, tetapi juga dalam menjaga 

keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam tentang setiap fungsi dalam manajemen publik 

sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi manajemen 

publik berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dapat dijalankan secara efektif. Fungsi-fungsi manajerial tersebut 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan 

evaluasi. Dalam bab ini, fokus pembahasan akan diberikan pada tiga fungsi 
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utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini sangat 

saling terkait dan menjadi dasar dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang 

baik dan berkelanjutan. 

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai berbagai fungsi 

dalam manajemen publik, mulai dari perencanaan yang menjadi landasan 

dalam pengambilan keputusan, pengorganisasian yang memastikan efisiensi 

dan efektivitas implementasi, pelaksanaan yang melibatkan eksekusi 

kebijakan, hingga pengawasan yang menjamin pencapaian tujuan organisasi 

dan mencegah penyimpangan. 

 

 

B. FUNGSI MANAJEMEN PUBLIK 

Manajemen publik memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam 

menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan sektor publik. Beberapa ahli 

dalam manajemen publik mengemukakan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat 

digambarkan sebagai siklus yang saling berhubungan dan tidak dapat 

dipisahkan. Fungsi utama dalam manajemen publik adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Di sini, kita akan 

memfokuskan pembahasan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, 

yang masing-masing memainkan peran krusial dalam pencapaian tujuan 

publik. 

Salah satu faktor penting yang memengaruhi manajemen publik saat ini 

adalah globalisasi. Proses globalisasi yang semakin pesat memengaruhi 

banyak aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, maupun 

budaya. Globalisasi telah menciptakan tantangan baru bagi sektor publik 

dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi 

kebijakan. Oleh karena itu, manajemen publik perlu beradaptasi dengan cepat 

terhadap perubahan yang terjadi di tingkat internasional. 

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Fungsi Perencanaan 

Perencanaan dalam manajemen publik tidak lagi hanya berfokus pada 

kondisi domestik, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor 

global. Misalnya, dalam perencanaan ekonomi, suatu negara harus 

mempertimbangkan dinamika pasar global, perubahan iklim global, serta 

kerjasama internasional dalam perdagangan dan investasi. Pemerintah 

juga harus merancang kebijakan yang dapat menanggapi tantangan global, 

seperti krisis ekonomi global atau perubahan teknologi yang cepat. 
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A. KONSEP MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIC 

1. Pengertian Manajemen Pelayanan Publik 

Manajemen adalah merupakan, seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasan, penysunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya 

manusia (SDM) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu. Menurut Gibson, Donelly dan ivancevich mendefinisikan 

manajemen merupakan proses yang dilakukan satu atau lebih individu 

untuk mengoordinasikan sebagai aktivitas lain untuk mencapai hasil yang 

tidak bias dicapai apabila satu individu betindak sendiri. 

Sedangkan Gonross berpendapat bahwa pelayanan adalah aktivitas 

atau serangkaian aktivitas Yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) .yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan 

karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perusahaan pemberi 

pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen/ pelanggan. Manajemen pelayanan publik merupakan suatu 

proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, 

mengimplementasikan, rencana, mengordinasikan dan menyelesaikan 

aktifitas-aktivitas pelayanan publik  demi tercapainya tujuan-tujuan 

pelayanan publik yang telah ditentukan sebelumnya. 

Fokus atau inti dari administrasi adalah manajemen, karena alat 

pelaksana dari administrasi adalah manajemen. Seperti pendapat dari 

Ratminto (2005 : 4) mengatakan bahwa manajemen pelayanan publik 

yaitu  “Suatu  proses  penerapan  ilmu  dan  seni  untuk menyusun rencana  
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mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan 

aktivitas-aktivitas  pelayanan  demi  tercapainya tujuan-tujuan pelayanan yang 

tegas dan ramah, terhadap konsumen, terciptanya interaksi khusus dari control 

kualitas dengan pelanggang”. 

Manajemen pelayanan public yang baik tentu saja akan berpengaruh 

kepada tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sebagai 

penyelenggara pemerintahan. Dalam pemberian suatu pelayanan diperlukan 

adanya standar layanan  yang menjadi ukuran  dalam pelayanan public yang 

harus ditaati dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Ratmiko berpendapat bahwa ; 

Suatu standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

a. Prosedur pelayanan, yang jelas bagi pemberi layanan dan enerima 

layanan. 

b. Waktu penyelesaian yang jelas, saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

c. Biaya pelayanan, biaya tariff pelayanan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam proses pelayanan. 

d. Produk layanan, hasil yang ditetapkan sesuai dengan yang ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana yang memadai oleh pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas, petugas yang ditetapkan dengan tepat berdasarkan 

dan prilaku yang dibutuhkan. 

Hal ini terdapat  dalam Undang-Undang No. 25  Tahun 2009 tentang 

pelayanan public yang mendefinisikan bahwa pelayanan public adalah suatu 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administrative. Ada dua 

hal yang dapat membedakan dalam  menyelenggarakan organisasi pelayanan 

publik : 

a. Pelayanan public atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi privat, adalah semua penyediaan barang  atau jasa publik yang 

diselenggarakan oleh swasta seperti misalnya ; Rumah Sakit Swasta, PTS, 

perusahaan pengangkutan milik swasta. 

b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi publik, yang dapat dibedakan  menjadi : 

1) Yang bersifat primer  adalah semua penyediaan barang/ asa publik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah 
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A. PENDAHULUAN 

Era pemerintahan yang kian modern didukung perkembangan era industri 

mengalami transformasi secara fundamental dan menuntut manusia untuk 

bekerja dan hidup lebih canggih lagi oleh teknologi secara berkesinambungan, 

termasuk dalam kehidupan manusia di bidang administrasi publik, yang 

mengalami perubahan dan perlu beradaptasi. Konsep administrasi publik di 

era digital mencangkup penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang 

terselubung di seluruh aspek administrasi publik baik pengumpulan data, 

menganalisis, pengambilan keputusan hingga melakukan pelayanan publik 

secara efisien (Sepriano, et al. 2023). 

Konsep administrasi publik di era digital membantu pemerintah dalam 

pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang perlu diseimbangkan 

dengan penggunaan publik sektor marketing. Menurut Lembaga Administrasi 

Negara (2021) publik marketing merupakan pendekatan dalam meningkatkan 

kualitas suatu produk yang dihasilkan didalam sebuah organisasi, baik berupa 

barang, pelayanan, kebijakan, program hingga suatu kegiatan. 

Paradigma publik marketing mengalami pergeseran dari Old Public 

Administration (OPA) ke New Public Management (NPM). Menurut Intan 

Meutia (2017) OPA atau paradigma administrasi publik klasik cenderung lebih 

kaku karena kewenangan penuh oleh pemerintah terhadap kebijakan yang 

menguntungkan pemerintah saja dan memiliki landasan filosofis dan 

ideologis inappropriate/kurang sesuai dengan administrasi negara yang 

memiliki prinsip keterbukaan dan responsif.  Sehingga, diperlukan reformasi 
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dalam bentuk NPM yang menjadi konsep baru dalam menghilangkan 

monopoli pelayanan secara tidak efisien oleh instansi dan pejabat pemerintah. 

Kondisi ini terdapat berbagai tantangan baik dalam hal regulasi yang 

tanggap hingga keterbatasan sumber daya yang menjadi kebutuhan dalam 

marketing layanan publik. Penerapan strategis pemasaran sektor publik akan 

menambah nilai publik dan dapat melibatkan warga negara bukan sekedar 

memberikan layanan. 

 

 

B. KONSEP PUBLIC SECTO MARKETING 

Marketing atau pemasaran merupakan aktivitas, serangkaian lembaga 

atau proses yang saling terhubung dan tergantung untuk mengidentifikasi, 

mengantisipasi, menciptakan mengkomunikasikan, menyampaikan hingga 

bertukar penawaran berharga yang memuaskan klien (Serrat, 2017). Menurut 

Pasquier & Villeneuve (2018) definisi marketing menjadi aktivitas institusi di 

berbagai prosesnya dalam menciptakan, mengkomunikasikan, mengirim dan 

mempertukarkan tawaran yang memiliki nilai atau value  bagi pelanggan, 

klien, rekanan hingga masyarakat luas. Prinsip marketing ini dapat diterapkan 

di dunia swasta hingga kepentingan dalam organisasi di instansi publik. 

Marketing dalam sektor publik atau Publik sektor marketing adalah 

pendekatan pemasaran yang disesuaikan untuk organisasi sektor publik seperti 

pemerintah, lembaga publik,atau organisasi nirlaba yang berfokus pada 

kepentingan umum. 

Public sector marketing merujuk pada upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah atau organisasi non-profit untuk memasarkan layanan, program, 

atau kebijakan kepada masyarakat. Menurut Pasquier & Villeneuve (2018) 

terdapat tiga pandangan terhadap penerapan marketing bagi sektor publik 

diantaranya : 

1. Pertama, dimaknai secara luas bahwa marketing harus dimaknai dengan 

sangat luas termasuk pada pertukaran unit sosial dimana dapat dilakukan 

kontekstualisasi mengenai adanya berbagai layanan publik termasuk 

layanan pada lingkup sosial, budaya, olahraga, atau pendidikan; 

2. Kedua, pandangan terhadap marketing yang dapat diterapkan sesuai 

dengan kriteria produk, harga dan sebagainya tetapi perlu untuk bersikap 

kritis seperti mempertimbangkan apakah penerapan tersebut cocok; 
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A. MANAJEMEN KONFLIK DI SEKTOR PUBLIK 

1. Pengertian Manajemen Konflik 

Konflik merupakan suatu kondisi sosial psikologis yang muncul 

akibat perbedaan kepentingan, pertentangan persepsi, dan ketidaksesuaian 

tujuan antara dua pihak atau lebih (Shohiburriyadh et al., 2025). Secara 

inheren, konflik mencerminkan kompleksitas dinamika interaksi sosial 

karena pihak-pihak yang terlibat cenderung mempertahankan posisi 

masing-masing dengan melemahkan pihak lain. Konflik berakar dari 

perbedaan nilai, keyakinan, ketimpangan sosial, dan konfigurasi politik 

dalam suatu organisasi (Muhammad Abdullah Ubaidi et al., 2023). 

Konflik kerap dipersepsikan sebagai fenomena negatif yang 

menimbulkan sifat antagonistik antarindividu maupun kelompok. Namun, 

sejumlah kajian menunjukkan bahwa konflik juga berperan sebagai 

pemicu terjadinya perubahan, inovasi, dan evaluasi terhadap mekanisme 

kerja yang telah ada. Konflik berpotensi melahirkan gagasan baru, 

memperjelas ketidakselarasan tujuan, dan meningkatkan kinerja 

organisasi apabila dikelola melalui strategi manajemen yang tepat.  

Manajemen konflik merupakan proses mengendalikan aspek negatif 

untuk mengoptimalkan aspek positif dalam lingkungan organisasi. Praktik 

ini menekankan pentingnya pola komunikasi antara pihak-pihak yang 

terlibat (Dini Vientiany et al., 2024). Implementasi manajemen konflik 

yang efektif berpotensi menciptakan jalur komunikasi semakin 

transparan, memperkuat kolaborasi, dan menghasilkan solusi 
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berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan konflik secara 

komprehensif tidak hanya menurunkan intensitas ketegangan antarpihak, 

tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dan 

mendukung efektivitas kinerja organisasi. 

2. Tujuan Manajemen Konflik 

Konflik merupakan dinamika yang tidak terelakan dalam suatu 

organisasi. Konflik tidak semestinya dipandang hanya sebagai sumber 

permasalahan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan efektivitas 

organisasi. Manajemen konflik menjadi elemen kunci dalam mengelola 

perbedaan sehingga memberi nilai tambah bagi proses maupun hasil kerja. 

Sejalan dengan pandangan tersebut, Afzalur Rahim (2011) 

mengemukakan tujuan manajemen konflik yaitu sebagai berikut.  

a. Meningkatkan Efektivitas Organisasi Secara Menyeluruh 

Manajemen konflik berfungsi menciptakan kondisi yang terkendali, 

terarah, dan stabil. Melalui pengelolaan konflik yang tepat, organisasi 

dapat mempertahankan kapasitas operasionalnya secara efektif, 

adaptif, dan responsif terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungan 

internal atau eksternal. 

b. Meminimalkan Dampak Konflik yang Bersifat Destruktif  

Pengelolaan konflik bertujuan untuk meminimalisir berbagai dampak 

negatif yang menghambat fungsi struktural maupun fungsional 

organisasi. Upaya tersebut memungkinkan terjaganya kohesi, 

kontinuitas kinerja, dan stabilitas organisasi secara keseluruhan. 

c. Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil Pengambilan Keputusan  

Manajemen konflik dapat memanfaatkan keragaman perspektif, 

pengalaman, dan prefensi para pemangku kepentingan sebagai 

sumber informasi yang memperkaya proses deliberatif. Dengan 

demikian, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, 

komprehensif, dan kontekstual. 

d. Mendorong Inovasi dan Kreativitas Organisasi  

Pengelolaan konflik yang efektif mampu mengubah ketegangan 

antarindividu atau kelompok menjadi stimulus lahirnya ide-ide baru 

dan metode kerja yang lebih efisien. Pengelolaan konflik berperan 

mengubah ketegangan menjadi pendorong inovasi. 

e. Membina Hubungan Interpersonal yang Lebih Sehat di Lingkungan 

Kerja  
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A. PENDAHULUAN 

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin terlaksananya hak-hak warga 

negara. Dalam konteks administrasi publik modern, kualitas pelayanan 

menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. 

Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, sederhana, transparan, serta 

akuntabel. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik di 

berbagai sektor masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti prosedur 

yang berbelit, perilaku aparatur yang kurang responsif, ketidakjelasan 

informasi, keterlambatan layanan, serta potensi maladministrasi. Kondisi ini 

menimbulkan ketidakpuasan dan mendorong munculnya pengaduan publik 

sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

Pengaduan publik pada dasarnya bukan sekadar penyampaian keluhan, 

tetapi merupakan instrumen penting dalam memperbaiki manajemen 

pelayanan publik. Data dan informasi dari pengaduan dapat digunakan sebagai 

dasar evaluasi, pembaruan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, dan 

inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Menurut Denhardt dan Denhardt 

(2003), pelayanan publik harus berorientasi pada warga negara, sehingga 

sistem pengaduan menjadi sarana strategis untuk memperkuat hubungan 

antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam perspektif governance, 

pengaduan publik juga merupakan bentuk kontrol sosial untuk mencegah 

penyimpangan, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan 

publik terhadap lembaga pemerintah. 
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Diera digital, pengelolaan pengaduan mengalami perubahan signifikan 

seiring perkembangan teknologi informasi. Pemerintah menghadirkan 

berbagai platform pengaduan berbasis elektronik, salah satunya melalui 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). 

Akses pengaduan yang mudah, cepat, dan terintegrasi memungkinkan 

masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam penyampaian keluhan serta 

memantau proses tindak lanjut secara langsung. Hal ini mencerminkan 

komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang 

lebih responsif, efisien, dan terukur. 

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang pengaduan pelayanan publik 

menjadi penting sebagai usaha untuk memahami faktor penyebab, harapan 

masyarakat, serta strategi pengembangan sistem pengelolaan pengaduan yang 

efektif. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam manajemen pelayanan 

publik, serta mendorong terciptanya pelayanan yang berkualitas, transparan, 

dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

 

 

B. KONSEP PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK 

Pengaduan pelayanan publik merupakan mekanisme partisipatif yang 

memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, keberatan, kritik, atau 

masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dianggap tidak sesuai 

dengan standar, prosedur, atau ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya, 

pengaduan adalah alat kontrol sosial untuk menjamin kualitas pelayanan 

publik serta meningkatkan kinerja organisasi pemerintah dalam melayani 

warga. Secara konseptual, pengaduan pelayanan publik dapat dipahami 

sebagai proses penyampaian informasi dari pengguna layanan kepada 

penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan. Pengaduan tidak semata-mata 

dipandang sebagai kritik negatif, tetapi sebagai sumber data penting untuk 

menilai kinerja aparatur, mencegah penyimpangan, serta memunculkan 

inovasi pelayanan. Unsur utama pengaduan meliputi: pelapor, objek layanan 

yang diadukan, mekanisme penyampaian pengaduan, penanggung jawab 

penyelesaian, serta tindak lanjut hasil pengaduan. 

Beberapa prinsip yang harus dikedepankan dalam pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik antara lain: transparansi, akuntabilitas, keadilan, 

perlindungan identitas pelapor, serta kecepatan dan kepastian penyelesaian. 
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